
 

 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 

NOMOR : 2120/ XII/ TAHUN 2025 
 

TENTANG 

 
PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS  PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 

ANGGARAN 2024 TAHUN UKUR 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN., 

 

Menimbang:  a.  bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan 
Keuangan Daerah Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan 

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan 
pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah terhadap 
kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Selatan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks 

Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten/Kota se-Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 Tahun ukur 2025. 
 

Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 



 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 

2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan  dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 3);  

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 23) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan 

kedua atas Peraturan Gubernur 23 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 26); 
 
 

 
 
 

 



 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :  

KESATU         :  Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 
2024 Tahun Ukur 2025 ditetapkan berdasarkan kemampuan 

keuangan daerah klaster sangat rendah, rendah, sedang, tinggi 
dan sangat tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

KEDUA          : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 
2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
melalui Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri Republik 
Indonesia; 

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 
Anggaran 2025 pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan Pembangunan 5.05.02.1.03.007 

KEEMPAT  :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
memiliki ketentuan mengikat sepanjang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 
diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

 Ditetapkan di Makassar  

 pada tanggal 21 Desember 2025 
 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 
                 
                £ 

 
 

 

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 
 
Tembusan : 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;  
3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 

6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  Provinsi 
Sulawesi Selatan.



 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR 2120/ XII/ TAHUN 2025 
TENTANG 
PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI 
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 TAHUN UKUR 

2025 
 

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN  

TAHUN ANGGARAN 2024 TAHUN UKUR 2025 
 

A. Kabupaten  se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Tinggi 

NO. KABUPATEN 
DIMENSI 

1 

DIMENSI 

2 

DIMENSI 

3 

DIMENSI 

4 

DIMENSI 

5 

DIMENSI 

6 

INDEKS 

TOTAL 
KATEGORI NILAI 

1.  Luwu Timur 11.454 18,5764 15 20 8,0000 10 83,0299 Baik A 

 
B.  Kabupaten  se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang 

NO. KABUPATEN 
DIMENS

I 1 

DIMENS
I 2 

DIMENS
I 3 

DIMENS
I 4 

DIMENS
I 5 

DIMENS
I 6 

INDEKS 
TOTAL 

KATEGORI NILAI  

1.  Maros 13.183 13,2986 15 20 8,0000 10 79,4819 Cukup Baik B 

2.  Pinrang 12.031 7,5595 15 20 4,0000 10 68,5907 Cukup Baik B 

3.  
Kepulauan 
Selayar 

12.594 7,0139 14,5313 20 4,0000 10 68,1389 Cukup Baik B 

4.  Bantaeng 11.734 6,9444 10,3125 20 4,0000 10 62,9913 Cukup Baik B 

5.  Gowa 3.042 7,2569 13,1250 20 4,0000 10 57,4243 Cukup Baik B 



 

6.  Jeneponto 11.278 1,3542 10,7813 20 4,0000 3,3400 50,7531 Cukup Baik B 

 
 

 

C. Kabupaten se- Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah 

NO. KABUPATEN 
DIMENSI 

1 

DIMENSI 
2 

DIMENSI 
3 

DIMENSI 
4 

DIMENS
I 5 

DIMENSI 
6 

INDEKS 
TOTAL 

KATEGORI NILAI 

1.  Soppeng 12.651 9,0625 15 20 4,0000 10 70,714 Cukup Baik B 

2.  Barru 12.984 7,9514 14,5313 20 4,0000 10 69,467 Cukup Baik B 

3. Wajo 9.820 6,5278 15 20 8,0000 10 69,3481 Cukup Baik B 

4. 
Pangkajene 
Kepulauan 

11.526 8,3681 15 20 4,0000 10 68,8941 Cukup Baik B 

5. Tana Toraja 11.191 7,6389 15 20 8,0000 6,6700 68,4999 Cukup Baik B 

6. 
Sidenreng 
Rappang 

12.577 6,8403 14,0625 20 4,0000 10 67,4794 Cukup Baik B 

7. Luwu 9.377 7,6068 13,5938 20 4,0000 10 64,5779 Cukup Baik B 

8. Bulukumba 11.494 7,5694 14,0625 13,3333 4,0000 10 60,4593 Cukup Baik B 

9. Bone 10.656 0,8333 14,5313 20,0000 4,0000 10 60,0204 Cukup Baik B 

10. Luwu Utara 5.869 5,8333 8,4375 13,3333 4,0000 10 47,4732 Kurang Baik C 



 

11. Enrekang 8.421 7,7431 6,0938 13,3333 4,0000 6,6700 46,2613 Kurang Baik C 

 
 
 

 
D. Kabupaten se- Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Rendah 

NO. KOTA 
DIMENSI 

1 

DIMENSI 
2 

DIMENSI 
3 

DIMENSI 
4 

DIMENSI 
5 

DIMENSI 
6 

INDEKS 
TOTAL 

KATEGORI NILAI 

1. Toraja Utara 12.067 12,8819 13,5938 20,0000 4,0000 10,0000 72,5425 Cukup Baik B 

2. Takalar 13.032 7,9514 14,0625 20,0000 4,0000 10,0000 69,0463 Cukup Baik B 

3. Sinjai 11.844 7,6736 11,7188 20,0000 4,0000 10,0000 65,2367 Cukup Baik B 

 
E. Kota se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Tinggi 

NO. KOTA 
DIMENSI 

1 

DIMENSI 
2 

DIMENSI 
3 

DIMENS
I 4 

DIMENSI 
5 

DIMENSI 
6 

INDEKS 
TOTAL 

KATEGORI NILAI 

1.  Makassar 10.446 13,4722 15 10 16,0000 10 74,9182 Cukup Baik B 

 
F. Kota  se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang 

NO. KOTA 
DIMENSI 

1 

DIMENSI 
2 

DIMENSI 
3 

DIMENSI 
4 

DIMENSI 
5 

DIMENSI 
6 

INDEKS 
TOTAL 

KATEGORI NILAI 

1.  Parepare 8.285 7,6042 15 20 4,0000 10 64,8889 Cukup Baik B 

 

 
 
 

 



 

 
G. Kota  se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah 

NO. KOTA 
DIMENSI 

1 

DIMENS
I 2 

DIMENSI 
3 

DIMENSI 
4 

DIMENS
I 5 

DIMENSI 
6 

INDEKS 
TOTAL 

KATEGORI NILAI 

1. Palopo 7.892 7,8819 13,5938 10 4,0000 10 63,3678 Cukup Baik B 

 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 
                            

                       § 
 

 

 
     ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 
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